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ABSTRAK 

 

Negara Indonesia merupakan negara hukum dan sejalan dengan hal itu, maka 

salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan 

kekuasaan kehakiman yang merdeka yaitu bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, salah satunya 

kekuasaan peradilan agama. Untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian, 

digunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian Deskriptif 

Analitis normatif. Jenis datanya meliputi Data Primer dan Data Skunder yang 

dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi (library and 

documentation) 

Sejarah keberadaan hukum Islam yang secara tegas telah menjadi hukum positif 

di Indonesia sudah diketahui secara umum, awalnya hukum Islam hanya meliputi wilayah 

hukum keluarga dan kehartabendaa. Dalam kompilasi hukum Islam tersebut mengatur 

hubungan hukum yang bersifat keperdataan, namun secara yuridis tidak termasuk 

didalamnya hubungan hukum dalam bidang ekonomi syariah. Untuk memenuhi hal 

tersebut, maka pemerintah membentuk suatu peradilan khusus yaitu Peradilan Agama 

yang awalnya diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama  

dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dalam Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, kompetensi peradilan agama diperluas dengan 

memasukan, antara lain ekonomi syariah, sebagai salah satu bidang kompetensinya. 

Artinya, Undang-Undang Nomor No. 3 Tahun 2006 ini menegaskan secara eksplisit 

bahwa masalah ekonomi syariah telah menjadi kompetensi absolut peradilan agama. Ada 

dua opsi yang ditempuh dalam  penyelesaian sengketa ekonomi syari‟ah, yakni melalui 

proses litigasi di pengadilan atau  non litigasi. Pengadilan Agama adalah lembaga 

kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan 

mengadili sengketa ekonomi syariah. Hal ini sesuai dengan asas personalitas keIslaman 

dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ini tertuang dalam Pasal 

49 huruf i  Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan  Pasal 55 angka 1 Undang-Undang No. 

21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.  
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PENDAHULUAN 

Manusia memiliki kebutuhan dasar yang berupa kebutuhan fisiologis, rasa aman, 

rasa memilki dan dimiliki, rasa kasih saying, penghargaan dan aktualisasi diri serta 

kebutuhan akan pertumbuhan. Setiap orang akan merasa senang apabila mendapat 

penghargaan atas sesuatu yang dilakukannya. Sebalikanya dia akan merasa kecewa, 

marah apabila harga dirinya tersinggung atau diremehkan. Apalagi jika ia merasa 

mendapat perlakuan yang tidak wajar. Dengan demikian sudah menjadi kodrat bahwa 

setiap orang ingin mendapat perlakuan dan penghargaan dari pihak lain terutama 

perlakuan adil dan manusiawi. Terlebih jika menghadapi masalah atau kesulitan sosial 

dalam bentuk sengketa. Oleh karena itu ia membutuhkan bantuan dan pelayan dari suatu 

pihak yang dapat menyelesaikan sengketanya yakni salah satunya pengadilan. Pengadilan 

merupakan tumpuan harapan terakhir pencari keadilan atau para pihak yang bersengketa. 

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, pembinaan badan peradilan umum, badan peradilan agama, badan peradilan 

militer, dan badan peradilan tata usaha negara berada di bawah kekuasaan Mahkamah 

Agung. Mengingat sejarah perkembangan peradilan agama yang spesifik dalam sistem 

peradilan nasional, pembinaan terhadap badan peradilan agama dilakukan dengan 

memperhatikan saran dan pendapat Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). 

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 

pancasila. Kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertian bahwa 

kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, 

kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena 

tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, 

sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Penyelenggaraan 

kekuasaan kehakiman tersebut di atas dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 

badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan 

peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, 

dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan 

tidak membeda-bedakan orang karena pengadilan membantu para pencari keadilan dan 

berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan 

yang cepat, sederhana dan biaya ringan.  

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

menentukan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu 

lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan 

lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan 

Militer. Badan-badan peradilan tersebut, masing-masing mempunyai kewenangan 

tersendiri yang sering disebut sebagai kompetensi (kewenangan) absolut. Kewenangan 

absolut yang disebut juga atribusi kekuasaan adalah semua ketentuan tentang apa yang 

termasuk dalam kekuasaan suatu lembaga peradilan. Kewenangan ini biasanya diatur di 

dalam Undang-Undang yang mengatur susunan dan kekuasaan lembaga peradilan yang 

bersangkutan. 



Di dalamnya memuat hukum materiil sekaligus hukum formiilnya. Peradilan 

agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai kompetensi 

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara terkait keperdataan Islam. Dalam 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memberi 

kewenangan lebih luas dari kewenangan yang diwariskan kolonial Belanda, dengan 

menambahkan kewenangan menangani sengketa kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan 

shadaqah.  Sejalan dengan itu disahkan pula Kompilasi Hukum Islam melalui Inpres 

Nomor 1 Tahun 1991 sebagai hukum materiil/hukum terapan berkenaan kewenangan 

baru Pengadilan Agama tersebut. 

Salah satu materi penting yang diamandemen adalah tentang kompetensi absolut 

pengadilan agama. Selama ini pengadilan agama hanya memiliki kompetensi untuk 

menyelesaikan kasus-kasus hukum da lam bidang hukum keluarga. Sebagai contoh 

misalnya: pemutusan perkawinan, sengketa waris/wasiat, wakaf, dan lain-lain. Akan 

tetapi setelah Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 diamandemen, 

kompetensi pengadilan agama menjadi lebih luas, mengandung  “local characteristics”  

seperti Ideologi bangsa, kondisi-kondisi manusia, alam dan tradisi bangsa, juga harus 

mengandung kecenderungan-kecenderungan internasional (international trends) yang 

diakui oleh masyarakat dunia yang beradab.  Yang menjadi masalah adalah sampai 

berapa jauh kecenderungan-kecenderungan internasional ini memberikan warna di dalam 

kehidupan hukum nasional, baik dalam pembentukan hukum, penegakan hukum, maupun 

kesadaran hukum.” 

 

PEMBAHASAN 

Peradilan Agama adalah salah satu badan peradilan yang melaksanakan 

kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi orang- orang yang 

beragama Islam. Secara yuridis formal, yurisdiksi Peradlian Agama diatur Islam. Menurut 

UU No. 7 Tahun 1989, Peradilan Agama hanya berwenang menyelesaikan perkara 

perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan sedekah. Akan tetapi, dengan 

diberlakukannya UU No.3 Tahun 2006, menandai lahirnya paradigma baru peradilan 

Agama. 

Paradigma baru tersebut antara lain menyangkut yurisdiksinya, sebagaimana 

ditegaskan bahwa “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi 

rakyat pencari keadilan yang beragama Islammengenai „perkara tertentu‟ sebagaimana 

dimaksud dalam undang-undang ini”. Kata “perkara tertentu” merupakan hasil perubahan 

terhadap kata “perkara perdata tertentu” sebagaimana disebutkan dalam UU No.7 Tahun 

1989. Penghapusan kata “perdata” disini dimaksudkan agar tidak hanya perkara perdata 

saja yang menjadi kompetensi pengadilan agama. 

Kewenangan atau kekuasaan Peradilan Agama menyangkut dua hal, yaitu 

kekuasaan relatif dan absolut. Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan 

yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan 

yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya. Dengan kata lain, kekuasaan relatif adalah 

kekuasaan dan wewenang yang bdiberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan 

yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan 

Agama dalam lingkungan Peradilan Agama. Misalnya anatar Pengadilan Agama 



Bandung dengan Pengadilan Agama Bogor. Sedangkan kekuasaan absolut adalah 

kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. 

Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan agama adalah memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-

orang yang beragama Islam. Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun. 1989. 

Kompetensi peradilan agama pada dasarnya sangat terpaut erat dengan 

pelaksanaan hukum Islam sebagai hukum yang hidup di masyarakat (living law). 

Sekalipun demikian, sejak munculnya teori receptie produk Christian Snouck Hurgronje, 

kompetensi peradilan agama pernah dibatasi, tidak lagi menangani masalah waris karena 

dianggap belum menjadi hukum adat. Berdasarkan pengaruh teori ini, kompetensi 

peradilan agama hanya diperkenankan untuk menangani masalah perceraian, nafkah, 

talaq, dan rujuk. Kompetensi peradilan agama di Indonesia, sesungguhnya sangat terkait 

erat dengan persoalan kehidupan umat Islam, karena ia menjadi sui generis-nya. Namun, 

karena Indonesia bukan negara Islam, maka kompetensi peradilan agama tidak 

menyangkut seluruh persoalan umat Islam, melainkan hanya terkait dengan persoalan 

hukum keluarga (ahwâl al-syakhsiyyah) ditambah beberapa persoalan muamalah. 

Kenyataan tersebut tidak bisa dipisahkan dari persoalan politik penguasa dari masa ke 

masa. Karena latar belakangn historis itu, peradilan agama kerap memiliki konotasi 

sebagai peradilan nikah, talak, dan rujuk saja.  

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini telah membawa perubahan 

besar bagi kompetensi peradilan agama. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

tersebut, kompetensi peradilan agama diperluas dengan memasukan, antara lain ekonomi 

syariah, sebagai salah satu bidang kompetensinya. Artinya, Undang-Undang Nomor No. 

3 Tahun 2006 ini menegaskan secara eksplisit bahwa masalah ekonomi syariah telah 

menjadi kompetensi absolut peradilan agama. Dalam skala yang lebih luas, perluasan 

kompetensi peradilan agama sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut 

merupakan respon terhadap perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia, 

khususnya masyarakat Muslim. 

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menegaskan bahwa ketika 

perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah 

menimbulkan sengketa, maka muara penyelesaian perkara secara litigasi menjadi 

kompetensi peradilan agama. Sedangkan penyelesaian melalui jalur non litigasi dapat 

dilakukan melalui lembaga arbitrase, dalam hal ini Basyarnas, dan alternatif penyelesaian 

sengketa dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dengan tetap berpegang pada 

prinsip-prinsip syariah. 

Pertumbuhan system ekonomi syari‟ah semakin hari semakin dirasakan 

kehadirannya baik dikalangan pelaku bisnis maupun dikalangan ummat yang ingin 

menjadi muslim secara kaffah. Selain dunia perbankan dan lembaga keuangan 

syari‟ah/lembaga pembiayaan syari‟ah, ada asuransi syari‟ah, reksadana syari‟ah, 

pegadian syari‟ah, hotel syari‟ah, lembaga penjamin syar‟ah, dll.  Telah banyak diakui 

pula oleh para pebisnis maupun pengamat ekonomi bahwa pertumbuhan system ekonomi 

syari‟ah dalam dasawarsa terakhir ini mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan.  



Di luar negeri, system ekonomi syari‟ah (perbankan syari‟ah khususnya) sudah 

banyak diminati oleh orang-orang non muslim. Sudah barang tentu bagi mereka lebih 

pada orientasi ekonomis semata-mata dan bukan karena dibarengi dengan pendekatan 

pada konsistensi keimanan . Seandainya pun dengan menggunakan pendekatan ekonomi 

semata bahwa ternyata system ekonomi syari‟ah lebih menjanjikan masa depan yang 

lebih baik karena lebih imun dalam menghadapi ancaman wabah resesi ekonomi - hal 

demikian berarti telah membuktikan bahwa system ekonomi syari‟ah itu bersifat 

rahmatan lil ‘alamien yakni lebih berorientasi kepada kemaslahatan bagi ummat manusia 

dan bahkan rahmat bagi alam semesta. 

 Walaupun demikian, dalam  hal berbisnis / berserikat dengan kontrak atau akad 

bisnis syari‟ah yang telah diatur sedemikian rupa guna menjamin terpenuhinya rasa 

keadilan bagi semua pihak yang terkait tersebut, dalam perjalanannya tidak menutup 

kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak memuaskan bagi sebagian pihak yang lain. 

Hal ini dikarenakan salah  satu  pihak atau sebagian  pihak yang lain telah melakukan 

ingkar janji atau wan prestasi terhadap perjanjian  atau  kontrak yang telah dibuatnya 

sehingga pihak yang lain merasa dirugikan hak-haknya. Sungguh pun aktivitas ekonomi 

syari‟ah telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syari‟ah, namun 

dalam proses perjalanannya tidak menutup kemungkinan terjadinya sengketa antara 

pihak-pihak yang bersangkutan. 

Ada dua opsi yang ditempuh dalam  penyelesaian sengketa ekonomi syari‟ah, 

yakni melalui proses litigasi di pengadilan atau  non litigasi. Pengadilan Agama adalah 

lembaga kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan 

mengadili sengketa ekonomi syariah. Hal ini sesuai dengan asas personalitas keIslaman 

dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 49 huruf i Undang-

Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan  Pasal 55 angka 1 Undang-

Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).  

Sedangkan jalur non litigasi meliputi bentuk alternative penyelesaian sengketa 

(Alternative Dispute Resolution) dan arbitrase. Alternative Dispute Resolution (ADR) 

merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur di luar 

pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli 

(Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No.30 Tahun 1999). Sedangkan arbitrase harus 

dilakukan salah satunya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sebagai 

badan yang berkompeten menegakkan hukum Islam. 

 

KESIMPULAN 

Keberadaan hukum Islam yang secara tegas telah menjadi hukum positif di 

Indonesia sudah diketahui secara umum. Awalnya hukum Islam hanya meliputi wilayah 

hukum keluarga dan kehartabendaa. Dalam kompilasi hukum Islam tersebut juga 

mengatur mengenai hubungan-hubungan hukum yang bersifat keperdataan, namun secara 

yuridis tidak termasuk didalamnya hubungan-hubungan hukum keperdataan yang 

berdasarkan sistem hukum Islam, apalagi dalam bidang ekonomi syariah.  Untuk 

memenuhi ini, maka pemerintah membentuk suatu peradilan khusus yaitu Peradilan 

Agama yang awalnya diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama  dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dalam Undang-



Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, kompetensi peradilan agama diperluas dengan 

memasukan, antara lain ekonomi syariah, sebagai salah satu bidang kompetensinya. 

Artinya, Undang-Undang Nomor No. 3 Tahun 2006 ini menegaskan secara eksplisit 

bahwa masalah ekonomi syariah telah menjadi kompetensi absolut peradilan agama. 

Ada dua opsi yang ditempuh dalam  penyelesaian sengketa ekonomi syari‟ah, 

yakni melalui proses litigasi di pengadilan atau  non litigasi. Pengadilan Agama adalah 

lembaga kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan 

mengadili sengketa ekonomi syariah. Hal ini sesuai dengan asas personalitas keIslaman 

dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ini tertuang dalam Pasal 

49 huruf i  Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan  Pasal 55 

angka 1 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). 
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